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ABSTRAK

Perseroan yang telah menjadi perseroan terbuka memiliki beberapa tanggung jawab
dan kewajiban-kewajiban yang wajib dimilikinya sebagai perseroan terbuka. Salah
satu kewajiban perseroan terbuka merupakan kewajiban keterbukaan informasi
yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai pengawas kegiatan pasar
modal. Kewajiban keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk melindungi para
pemegang saham dari kerugian atas aktivitas perusahaan yang kurang sehat.
Apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai perseroan terbuka
maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi. Bentuk sanksi yang dapat
dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan kewajibannya
merupakan peringatan, denda, suspensi penjualan efek, hingga penghapusan
pencatatan efek secara paksa. Pada saat perusahaan dikenakan sanksi, salah satu
pihak yang paling dirugikan merupakan para pemegang saham yang telah membeli
saham di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas
mengenai perlindungan hukum beserta dengan tanggung jawab perusahaan
terhadap pemegang saham publik pada saat terjadinya penghapusan pencatatan
secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan
pendekatan undang-undang. Tanggung jawab oleh perusahaan yang diberikan
merupakan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan perlindungan hukum
secara represif dan preventif (mitigasi) melalui prospektus beserta Undang-Undang
yang berkenaan dengan Pasar Modal dan pemegang saham.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Publik, Emiten, Forced
Delisting



ABSTRACT

The company that has become a public company has several responsibilities and
obligations that it must have as a public company. One of the obligations of a public
company is the duty of transparency in providing information to the Indonesia Stock
Exchange as the supervisor of capital market activities. The obligation of
information transparency aims to protect shareholders from losses due to unhealthy
company activities. If a company fails to fulfill its obligations as a public company,
it may be subject to sanctions. The forms of sanctions that can be imposed on
companies that violate their obligations include warnings, fines, suspension of
securities sales, and even forced delisting. When a company is subjected to
sanctions, one of the parties most affected is the shareholders who have purchased
shares in that company. Therefore, this study will discuss legal protection along
with the responsibility of the company towards the public shareholders when forced
delisting occurs. The research method used is normative with a legal approach. The
responsibility assigned to the company involves share repurchases in accordance
with the Financial Services Authority Regulations. The legal protection provided is
both repressive and preventive (mitigative) through prospectuses and laws related
to the Capital Market and shareholders.

Key Words: Legal Protection, Public Shareholder, Issuer, Forced Delisting
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